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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 36lHK.O3.l /Kpt/52 /prov lvtt/2o2t

TENTANG

PENETAPAN DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU

WAUKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang 4.. bahwa guna mewujudkan kesadaran pemilih,

Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggr untuk
seluruh lapisan masyarakat dalam pemilu dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

bahwa berdasarkan BAB II huruf B angka z
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 29O /PP.O6-Kpt/06 /KPU /N /2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Desa

Peduli Penrilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan

KPU Provinsi menetapkan Lokus Desa Peduli pemilu

dan Pemilihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa

Tenggara Barat tentang Penetapan Desa peduti

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2l;
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Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol7 tental:lg Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

r2a9l;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 193);
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Memerhatikan

Menetapkan

5. Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor g rahun
2ol9 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan umum provinsi, dan Komisi
Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2\lg Nomor 32A1,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor
2L Tahun 2o2a tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor g Tahun
2ol9 tentang Tata Keq'a Komisi pemilihan umum,
Komisi Pemiliham umum provinsi, dan Komisi
Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1763l;

6. Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 14 Tahun
2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, sekretariat Komisi pemilihan

umum Provinsi, dan sekretariat Komisi pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor:
29O/PP.O6-Kpt/06 lKpU /tV /2021 tentang petunjuk

Teknis Pelaksanaan Program Desa peduli pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 505/pK.01-
BA/52/Prov/YlI/2021 tanggal 6 Juli Tahun 202t.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN

DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2O2I.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

I NUSA TENGGARA BARAT

Hukum, Teknis dan Hupmas,
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Menetapkan Desa Barabali Kecamatan Batukllang
Kabupaten Lombok Tengah sebagai Desa peduli

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 binaan KpU
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penetapan Desa Barabali sebagaimana diktum KESATU

berdasarkan kategori sebagai wilayah yang
partisipasinya rendah dan wilayah potensi pelanggaran

Pemilu/ Pemilihan Tinggi.

Keputusan ini mulai berlal<u pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 6 Jwli2O2L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

SUHARDI SOUD
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